PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

SALINAN:

No.4 ; 5-3-1987

Menimbang

Mengingat

SURABAYA

FERATURAN DATRAH KOIAMADYA DATRAH WTMGKAT TI SURABAYA

NOMOR 14 TiHUN 1986
UTNIANG

FPERUBAHAN PERTAMA PSRATURAN DaERAH KOTIMAINA DABRAH

TINGKAT IT SURABAY.S NOMCR 7 T.HUN 1976
IENTANG PERUSAHAAN DABRAH AIR MINUM

DENG.N RAHMAT TUHAN YaNG MIHA 554

WALTKOTAM \DYA KEPALA DAERAH ITNGKAT II SURABAYA

: bahwa dalam rangks untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ter
hadap Perusahaan Daerah Air Minum Ko‘amadya Daerash Tingkat TI Sura
baya, -perlu meninjau dan menyempurnaksn keten*uan-ke*entuan yahg=

mengatur pendiriannya sesuai dengan pedoman *ersebut dalam Peratur

an Uerteri Dalam Negeri Nomor 1.*zhun 1984, dengan menuangkan ko=

tentuan perubahannya dengan suatu Peraturan Daerah,

2 1.

2e

3o

4e

Undang-undang Nomor 5 *ahun 1974 *entang Pokok-pokok Pemeri'n'ba_lg
an i Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 tahun 1950.%en*tang Pembentukan Daersh Ko
ta Besar dalam lingkungan Propinsi.Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa-
Baxat dan Daerah Istimew2 Yegyokertz juncto Undang-indang Nemop
2 tahun 1965 ;

Undang~undang Nomor 5 *abun 1962 ten*ang.Ferusahran Deerah ._
juncto Undangwundang Nomor 6 *ahun 1969 temtang Pernyataan *tidak
berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerin*:a.h Feng=
gonti Undang=-undang

Feraturan Pemcrintah Nomor 7 tahun 1964 +entang Ke*entuanw-ketone
tuan Pokok mengenai Pembangunan Ferusahsan dan Froyek Negara dao=
lam rangka menggerakkan dana, days den tenaga masyarakat . junctoe
Feraturen Perdana Menteri Nemor 180/FPM/1964 tentang FPeraturen Fe
loksanaen Peraturan Pemerintah Nomor 7 tabun 1964 ;



5.

%

10,

.

12

13,

Peraturan Pemerintah Nomar 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertang-
gung Jawaban dan Pengawasgan Keuangen Daerah 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentamg Pengelola~
an Barang Pemerintsh Daerah 3

Peraturan Menteri Djlanm Negeri Nomar 1 tahun 1983 tentang KerJasama
antara Perusahaan Doerah dan Pihak ketiga 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan don Pengawssan Perusshasn Dacrah dilingkungan Pemerintehd
Daersh 3

Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomoar 020 -~ 595 tanggal 17 Desember
1980 tentang Manual administrasi Barang Daerah }

Keputusen Menteri Dylam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomar 536 - 666
tenteng Petunjuk Pelokeanaen Pengongkatan dan Pemberhentian fnggota
Dirckesl dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah j )

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tshun 1975 tanggal 3 Nopem
ber 1975 3

Peraturan Daersh Kotrmadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun
1976 tentong Perusshaan Daerah Air Minum

Peraturen Daerali Kotemadya Dmersh Tingket II Surabaya Nomer 19 tahun
1976 tentang Penetapen Jumlah Modal Perusahasn Daerah Air Minum Kota
madya Daerah Tingkat II Surabayae

\

Dengan Persetujuen Deswan Perwakilsn Rakyat Daerash Kotamadya Daerah Tingkat II Sura-

baya,

Menetapkan @

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH Kotamodya Daerzh Tingkat II Surabaya tentang Perubah-
an Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surasbaya Nomor
7 tahun 1976 tentang Perusahasn Daerzh Air Minum.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalasm Peraturapn Daerah Kotamadyz Daersh Tingkat IY
Surnbaya Nomor 7 tahun 1976 tentang Perusahaan Daereh Air Minum yang -
telah disahkan dengen Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawe-
Timur tonggal 6 Nopember 1976 Nemor Rk II/155/76 dan diundangken dalam
Lewbaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C
tanggal 23 Nopember 1976 Nomar 4/C, dinbsh den ditambsh sebagai ber =
ilmt



A. Pasal 1 diubah dan harus dibsca sebagai berikut.
Dalam Peraturan Daersh ini yang dimaksud dengen istilah :

8.
b.

Ce

d.

Ce

1.

h.
i.

Je

Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur §

Pejabat yang berwenmmg, ialsh Gubermur Xepala Daerah Tingkat I Jawa
Timr 3

Pemerintah Deerah, ialsh Pemerintzh Kotamadya Dzerah Tingkat II Sura=-
baya 3

Kepala Daerah, islah Walikotamadya Kepala Daersh Tingkat IT Surabayz j

Dewan, ialah Dewsn Perwakilan Rokyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya $

Perusohaan Daerah, ialah Perusehasn Daerah Air Minum Kotemadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;

Badan Pengawas, ialsh Badan Pengeawas Perusshaan Daerah §
Direksi, ialah Dircksi Perusahasn Daerah 3

Pembinsan, adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaa::
Dzerah dalom perencanasn, pelaksanasn den pengendalisn dengan maksud
agar Perusshasn Daersh yang bersangkutan dapat melaksenaken tuges dan
fungsinya secara berdaya guna dan berBasil guna serta dapat berkembang
dengan baik j

Pengewasan, adalsh seluruh-proses kegiatoan penilaisn terhadap Perusae
haan Daerah dengon tujuan agar Perusahoan Dacreh tersebut melekssnaksm
fungsinya dengzn baik dan berhasil mencopai tujuan yeang telah ditetape
kan 3

Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk menilai Ferusahasn Daerah dengan
cara membandingksn antara keadasn yang sebenarnya dengan keadaan yang
seharusmya dilaluksn, baik dalam bidang keuangon den dilam bidang
tehnis operasionil.

Be Pasal 2 ayat £1) diubah dan harus diboca @
(1) Dengam Peraturan Daerah ini didiriken Perusshaan Daersh yang mengusa-

hakan penyediaan Air Minum untuk Vilaysh Kotomadys Daerah Tinglat IX
Surabaya, Kabupaten Daerah Tingkst II Greosik, Kabupaten don Kotamadya
Daerah Tingkat IT Tasuruan serta Kebupaten Daerah Tingkat TI Sidoarjos

C. Pasal 5 diubah don harus dibaca sebagai berikut :

(1) Sifat usaha dari Ferusahasn Dasrah terutsma adalah @

&. Perusahaan Deerah berusaha dibideng penyediaan pelsysnan bagi ke
nenfaatan wmum disanping mendapatkan keuntungan §

b, Perusshaan Daersh berussha dibidamg-bidang lain yeng dapat mendo-

rong perkembrmgan sektor swesita dan ateau koperasi, dilusr bidang
usaha perusahasn tersebut oruf a pesal ini.



(2) Tujusn duri Ferusahaan Daorah adalah sebigai salah satu usahs untuk -
meningk=%kan sumber pendapa*an asli daerzh dan sebagai sarana pengem—
bangsn perekonomisn dalam rungks Fembangunun Da-rah khususnys dan Fem

bangun :n Fagional umumnya.
Do Fagsal T diubah don harus dibaca scbagai berikut @

(1) Perusshoen Daerah.dipimpin oleh suatu Dir-ksi yang terdiri dari sebaw
nyak=bany-knya 3 (+iga) orang dan sekurzng-kurangnya 2 (dua.) orang

(2) FPengecusli.n.ko*untuan.dimaksud ayat (1) pes.l ind harus *erlcbih da=
hulu ropdopatkan peraa-'-ujua.nfeja.‘ba-h yong berwonang

(3) Salah scor:ng.anggo*a Dirgksi *orsebut pod: ayat.(1) pasal ini dite -
+apkan ssbagsi Direktur Utama dan lainny: scbagai Direkdur 3

(4) Dalam molckemnakan pengelolasn Forusahaan Dierah, Direksi dibantu

cleh psrs Fogawal Ferusahaan Dasrah

(5) Tangeung jewsb administrasi.fungsionil Farusshaan Daerah dilakuken
oleh Dircktur T ama dan bertanggung jewab kepada Kepals Daerah §

{6) Dalum.mzl ksanaksn tugasnya Direktur berisngsme jawsb kepada Direk
tur Dhame §

(7) Apabiln Direk*ur U+ami berhal mngan mel-ks:n:kan fugasnya, tuges di-
pakaud d~pz*t dilaksanckan cleh salih soorang anggota Dirokei yeng =
tertus d-lom jabatannya.

Ee Pasal 8 diub:h dan harus dibaca scgbagai berikut :

(1)} Direkei menjslonkan Pimpinen Porusahnsn Diorah sehariw-hari berdsssp=
kan kebijuks:naan umum ying digarisksn oleh Kepaly-Daerah.dan atan =
Badan Fengiwss deng:in mengikuti Peraturan Tat: Tertib serta.Tota Ker
J» ¥yrng sudch dite*apkan serta memperlwtiken ko*entuan poraturen per
undang-und-ngan yang berlaku

(2) Dircksi mengurus don menguasai kekaynr F-rusahoan Deerahs
Po Fasal 9 diubsh don.harus dibaca sebagail berikut s

Kepala D.crel menetapkan Susunin Organistsi dox T-ta kerja Ferusahcon
Da>rahe '

G, Fasal 10 diuboh d>n harus dibaoa sebugrl berikut o
(1) Diwcksi n:morlukan persetujuan atau perbericn kuasa dari Kepals Doerzh
untuk molokuloin hal=hal 3
3e Nongrdokan-perjanjian=-perjanjian »tos nume Zerusahian Daerah yong
berl ku un*uk jwngka waktu lebih dari 1 {sa*u) +ahun

be Heng.d-kim pinjaman dan pengeluaran obligasi

Ce Lunperoleh, memindah *angankan atau membebani benda tak bergerak



de Mengadakan inves*asi baru j

¢+ Fenyortaan modal dalam reruschaisn lain

fuo Mewakili Perusahaan Dierch, didalam maupun diluwr rongrdilan
&e-Mengadikan *'-inx_hka.n—tind-_::.kim 1sin yang dipandaqg perll}.

(2) Fersetujuan dan atau pembericn kuasa sebsgaimans tersebut pada =
ayzt (1) pasal ini, diberikan olch Kepala Daerah se*elah menda -

paitkan pertimbingan Badan rengrwas

(3) D:iam hal Direkei tidak melokscnikzn ketentaan~ketenbtuan “ersebut
pude ayat (1) pasal ini, seg~ls “indokan Direksi dioanggep *idak
mewakili Farusahaan Dagrah don menjadi tanggung jawab pribodi
Diroksi yang bersangkutan ;

(4) Direksi dalam melaksanakan ke*entuan *ersebut pads huruf F ayak
(1) passl.ini, _dapat menyerzhk-n kekuasaan dimakeud kepad: seorang
snggota Tirekei loinnya at=u kepads seorang dan =tou bebercpa
orang Pegawai Ierusshasn Drherzh yang khusus ditunjuk untuk itu,
at:i.u pejabot lain dilm}r Ferus~haan Daerah j

(5) ke*tentusn dimaksud.ayat (1) huruf b, ¢, d, ¢, pasal ini harus le=.
bih dahuiu mendapatkan persebuju-n Dewan dan disahkan oleh Fejabat
y:ng berwenang.

He Faszl 11 divnbah don horus dibrmes sebagsi berikut o
(1) Direksi dil-m pengnd:m bern? wtuk kepentingan penyelenggornan
rerusahasn Da-rah harus dilzkokon sesuni dengan angzeran Ferusas
haan dan harus dilaporkan kep d- Kepala Drerah mel-lui Bodan Few
nggwas 3

(2) Se+iap mutasi barcng Feruschaon_Deerah baik status maupun fisik,
baru dupat dilakukan setel:h ditctopkan dengan Keputusen Kepala
Dzer%h berdssaickon pertimbang n 3ad:n Fengawas 3

(3) Keputusan hepala Drersh *ersebut pada syat (2) pasal ini, beru
berlaku setelah disahkan clch Fejabat yong berwensng, menurut
ke*tentuan perurdong-und=ngwm y g berlaku j

(4) Direksi.mengusulk-n kepnd> Kop:la Daorah melalui Brd-n.Pengawss
mengenai harta keksyasn Ferua-hran Daerah.yang.tidok digunakane-
atau +idak bermanfast lagi tmu idle asse*s untuk dihupuskon j

(5) Tata ozpa pelaksanaan ketcentwon tersebut pada ayet (4) peossl
ini, diterapkan sesusl dengon kotsn*uan perundang-undong.n yang
borlaku.

Te Fomzl 12 diubah don harus dibcer ssbogeil berdint
Direcksi dalam-menjnlanknn tugnsny> bertanggung jawab kepada Kepala
Ierah melalul Badun Pehgawds,.



je Sesudah Fasal 13 ditambah satu Bab (bare) yaitu BXB VI A yang terdiri -
gari pasal 13ay 13b, 13c, dan 13d bera dna narts dibnon sebagai  ber =
ikut : "KTIENTUAN PUNGANCKATAN DAN PEMENRHENTTAN DIREKSIY

Faral 12a

(1) Untuk.dapnt dinnzi~t menjadi angeots Direksi horus memenvhi syarsd-

syarat umum don khusus serta syaratesyarnt lsin yong diperlukan unw

tuk menunjrng komijusn I erusshasn Daerah.

(2) Syarat=ey-r-t dim-ksud pada ayat (1) pasal ini adelah s

a. Syarat-gymrot tmup o

1o
2e
3.
de

6e

Te

8.

¥arg: Megnr: Tndonesia

Bertwgwe kepoda Tuhan Yang Maha BEea

Setia din taat kepada Fancasila dhn Upd:ug-undang Dasar 1945
Setiz dn *2% kepada Negara den Pemerintih baik Femerintabwm

rus2t moupun Fomerinteh Daerah

Tidak porneh terlibat baik langsung moupun %idak.langsung da
lam mativp kegiatan ywng menghianati Wegara kesatuan Republik
Tndenesis yang berdssarkan Foncasila don . Undsng-undang Dasar=
1945 seperti G.30 S/FKI atauw Orgsnisasi terlorang laimnya ;

Mempuny 2i rasa.pengabdian *erbrdap Fus: dan Bangsa *erutama
kep:da Femerdintah Daerah

Tidal dic-but. hak pilihnya berdasarkan.kcputus~n Fengadilan
ymg mempunyai kekuatan hukum yong peati

Sehat j smoni.dan rokhani serts Herumur tidak lcbih dari 60
(enom puluh) #ahun 3

be Syarat-gy -rot khosus

Te
2e

3.

Mempuny~i kepribadian dan sir.+-eifas kepemimpinan }
Mempunyzi pengetrhuan, kecakopan dan pengoialiial pereg ada yang

cukup dibid-ng pengelolaan kerusahaan i

Berwibowz dor jujur,

(3) Sebelum anggot: Direksi melaksanaksan tugasuy. *e hidap yang Dersang=
ku*an _*erlebih dnhulu clsh Kepzla D+ rah dil:kuk'n pelantikan dan pe
ngambilan sump-h monurut ketentuan perund:ng~und: ngin yang berlaku ;

(4) inggotn Dizcksi *+idak dibenarkan untuk memangku j-bitan rang-op se =
bagaimapa.tersebut dibawah ini 3

a, Bebagai.tnggotu.Direksi.padx Ferusahaan Drerth lainnya, Ferusaha-

an Sw2atr dan ~bar jabatan lain yang berhuvbung-n dengan pengelolis

an Ferusahzan j

be. Sebogai p:zjibat strukturil dan fungsionil 1:innye dalam Instansei
atau lemb:g: Femerintab Fusat dan Doerah ;



()

(1)

(2)

(3)

(9

(1)

(2

(1)

(2)

- ? ]

cs Sebagail pejabat lain sesuai demgan ke*entuan dalam Peraturan Das =
rah dun ketentusn Peraturan Perundang=-und-ngan yang berlaku.

Anggota Direkei dilarang mempunyai kepéntinga.n .pribadi langsung stau
*idak langsung pada Perusahaan, perkumpulzn lain dalam lapangsn yang-

bertujusn moncari labae

Pasal 13 b

Dirc—kai--zlimgm-h oleh Kepzla.Drerah atas usul Badan Fengawas untuk me
g2 jabiton selams 4 (empat) +ahun d=n setzlsh golesai masa jrbakannye
dapyt diongkst kemb2li dengan memperhatikon ketentuan dimaksud dolam-
paszl 13 23 Peraturan Dnerah ini.

Pengingk:tan.tersebut padn ayat (1) Fasl ini dilakukan se*elah menda
patkan persetujuan dari psjabat yang berwen-nge

Xopals Biding dan Kepala.Unit diapgkst dan diberhentikan oleh Direksi
dengnn memperbatikan syabat-=syarat scperti dimaksud dalam pasal 13s
ay2t (2) Peraturan Daerah ini serte memporhatikan pula pertimbangan

Badan Pongawnses

kepal» Seksi diangkat.dan dibeFhentikan oleh Direksi dengan momperha=
tikon kotentumm=ketentuan pokok kepogawaiaon Ferusahaan Dacrah.

Tasal 13 ¢

intars sosams angsota.Direksi *idak diparkenankan ada hubungan keluar
ga sooped derajat ketiga baik menurut @2-ris lurus maupun garis kesom-
ping termasuk menantu dan ipar

‘pabila setclah pengangkatan, mercka mrsuk dalam bubungan-kelunrgs.se
bagnimens dimaksud pada.nya* (1) pasal ini, wnrbuk melanjutkan Jabatan
nya.diperlukon Ijirn *ertulis dari Kepsl. Dierah setclah mendrpatkan =
pertimbangsn dari Fejabat yang berwennnfe

Fapal 13 4

Anggote Mrcksi berhenti karene meningsel dunia atau masa Jabatammys
berckhir 3

Angaots Direkei dapat diberhentikan oleh Kepsla Drerah sebelum mags

Jabatannys berakhir karens :

2. Fermintaon.sondiri ;

be Helzkuksn findakan yang meriigikan i erug:hasn Doerah

ce Mclzkukan tindakan ata sikap yang bertontohgan dengan kepontingan
Temerintah Daerab maupun kepenting~n Negers j '



ke

d. Sesuatu yang mengakibatkan +idak dapat+ melakssnakan tugasnys secs-
T3 Wajars
(3) Pemberhor*izn korena alasan *grsebut pada tys (2) huruf b,c danrd ps
gal ini, jike morupakan sesuatu perbuatan pidcna, merupakan pewberhen
t+ian +idak docogon hormat.

(4) Sobelum pomberhentian karcna alasan +orscbut pada zyat (2) huruf bye
dam d.pasal.ini dilakukan, anggota Direksi.yang bersangkutan diberi ke
sempatan untuk.moibela dird dalam waktu satu bulun sctelah kepadanya
diteritahuksn *on*sng niat akan pemberhentizn tersebut oloh Kepala -
Daerah.

(5) Selama parsc-lan dimaksud aya* (3) pasal ini belum diputus, Kepala =
Daepab.atas usul Badan Fengawas dapat memborhentikan untuk sementara
waktu terh=dop anggota DPireksi yang bersangkutzh.

{6) apabila d:lom wakiu dua bulan setelah pumberhenti:n sementara belum=-
ada Keputusan tuonitang pomberhentiannys, maka_ znggota Dingkei berdasar
kan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian scmentara *+ersebut
men jadi batal dan anggota-Direksl yang bersangkutan dapnt segera menja
lankan Jabatamya, kecuali untuk Xeputusan pembarhentian dimakeud pada
sya* {3) pasal ini diperlukan Keputusan Pengadilsn den hal i*u harus
diberitahuksn keopoda ynng borsangkutan,

Bab VII diubzh dan harus dibaca "BAB. VII PENGAWASAN'

Pasil 14 diubrh dan haruve dibaca sebagai beriknt

(1) Untuk 'mel-a.ku.kan pengawasan terbadap Perusshaan Dasrah, dibentuk Badan
Pengawas y2ng bertangegung jawab kepada kepals Dacrah §

(2) Badan Fengzw~s bertugns untuk melaks-nakan pingwesan *erhadap penge=
lolzan Perugnhasn Daerabh termasuk pelaksansan Renhcana Kerja dan Ang =
garan Ferus:haan Daorah.

Sesudnh Pasal 14 dit-mbah 7 (+ujuh) pasal baru yritus
FPasal 143, 14b, 14e, 144, 14e, 14f, 14¢, dan h-rus dibrea sebagai berikut

Fagal 14a

Badan Pergawas molsksanakan +ugas, wowenang dan fingpung jowab pesuai de=
negan ketentuwan-ketontunm yang berlaku.terhsdap.Peruschaan Dnerah dan men-
jalankan keputuscn-keputusan serta petunjuk=petunjuk dari Kepals Dacrahs

Posal 14b

Badan Fengawes dalom melaksanskan tugasnya bpepkowajiban 3

a2« Mamberikan pendapat dan saran kepada kepal~ De=ocrah mengenni Rancangan
rencana kerj~ d:n =ngzaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau +am
bahamnya don 1.porap=laporan 1aimya dari Direksi.



ba Mengawasi pelaksanmsen rencans, kerjn, anggaran Ferusaheon Deerah -
gorto menyampaikan higil penilsien kop»da kepala Daorah dsngzn
+onbusan kepada Direksis

ce Nongiku+i perkembangan kegiatsn Terusahaan Daerah dan dal-m hel
Forusahawm Daerah menunjukkan gejals kemunduran, .segers melzporkan
nys kepada Kepals Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaik
an yang harus ditempuh.

de Eemberikan pendapat dan saran kep~da Kepala Drwerah dengen +embusan
kepads Direksi mongenai ge*izp masilah lainnya yang dionggzp penting
bogi pongelolaan Ferusahaan Dreroh,

e Molnkukan +ugas=-*ugag pengawason l2in yang di+entukan olegh Kepala
D srah.

fo Hemberikan loporan kepada Kepsla Dacrah sccara berkala (triwnlan
don +2hunan) tentang pelaksancan 4ugasnya serta pada se+iap wakiun
¥ang diperlukan mengenai poerkemb mgon Perusahasn Dzersh den hasil
pelaksanaan tusws Badan Fengawas Ferusahasr Dmerahs

Fasal 14c

Dalam melaksanakan *ugns sebagaimana dimeaksud.dslam Pasal 14b TFeratur

an Ireoroh ini, Badan Pengawas wajit momperhatikan

ne Todoman da» petunjukmpeotunjuk Kepolzs Daerah dengan senzhtiasa meme
perhatikan efisiensi Farusahaon Docrah §

be Ketentuan dalam.peraturan Daerah +cntang Ferusahaan Doerah Air Mi-
hum ser+a ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

o« Femisahan tugas pengawasan dengon tugzas pengurusan Ferusahasn Daew
rzh yang merupakan tugas dan tongsung jawab Bireksi.

ragal 144

Dnl-m melaksanakan +ugas dan kownjibammys, Dadan Pongawas mempunyai

wowenang obagai berikut

%e lielihat buku~buku dan surat=surct serts.dokumen-dokumen lzinnya,me
merixsa keadaan kas untuk keperluan verifilosi dan memeriksa keka=
yorn Terusihazn Daarah

b liominta penjelasam=penjelasan i Dirq-kei mengenai scgals persecal
an yong menyangkut pengelolaan i :rusah2an Daersh

ce Mominta Direksi dan atau Dejinbiat l2innys dengan sepengetahuan
Dircksl untuk menghadird rapat Bodan Tongowas 3



- 19 -

de Tonghadird rapat Direksi dan momberikan pandanganepandsngen ter=—
h:dap hal=hal yang dibicarakon

se H:1=hal yang diangeap perlu sesusi dengan ketontuan perdiuran
porundang=undangan yang adas

Fasal 14e

(1) B-don.reongawss mengadakan rapat.sckurang-kurangnya 3 (tiga) bdulan
sektli don sowaktumwaktu bils diporlukan ;

(2) Dal7m rapat scbagaimany ddmaksud prdn ayat (1) pasal ini, dibidora=-
k~n hal=hsl yang borhubungan dengan Terusahasn Daerah sesuai dengan
tugna pokok, fungei dan hsk serts kownjiban Badan Fengawas 3

(3) Keputugon rapat Bnadan lengawns dinsmbil #as dasar mpsyawarsh untuk-
mufakat 3

(4) Untuk setiap ripat didbuat risalash rapate

Papal 141

Untuk membantu kelancaran pelaksanacn.tugag. Badan Dengawae, Kepnlo Dae=
rah dopst mengangkat seorang Sckretaris dari Anggota Badan Tongawds.

Tasnd 14g

(1) Bid-n Fongawas *crdiri dari_wmsur-unsur Fejabat Fomerintah Doerah
atzu Instansi lain yang kegisatannys borhubungan dengan Ferusahasn
Daerah dan tenaga ahli yang diangiep cakap dan mampu melnksmnokan
tugns Dadan rengawas §

(2) Kepsla Dagrah secara ox Officio monjzbnt sebagai Ketua Baden Pengawas
a4au dapat menunjuk Fejabat lain scebogsi Ketun Badan Tenzawas.

Fe Jcmudsh ingal t14g baru ditambah satu Bab bopru yaitu dard Bab VII=-A Pengang
k=t-n &2 pewmberhentian Badan Tengowne yong Yerdirl dari Pasal i4h, 144,
143, 14k, 141, 14m (baru) dan harus dibacs sebsgai borikut

ragal 14h

(1) Angoota Brdan Fengawas diangknt dard *onage yomg mempunysd dedikssi da
dipandmny cxkap sert: mempunyni kom mpuon untuk menjalankan kebi jokgow
an Kepalz Dacrah mongenai perbinacn dun rengawasan Ferusahacn Daerzh

(2) Discwping syt dimksud pada ay=t-(1) pas2l ini,.anggota B=dan fengs:
wos +idak dibonarkan memiliki kepentingen yang bertentangan dongsn ats)
memBoangm kepentingan Terusahaan Deerah §
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(3) Scbelum =ngiots Brdan Fengawse melaksanckom fugcenya *erhadap yang
bersangkutan terlebih dabulu cleh kepala.Dzexh.dilakukan pelantik
an dan pengombilan sumpsh Jibatan menurut ketentucon perundang-un -
dangan y-ng berlaku,

Tasal 141

(1) Amggota Bl n Tongawns beorjumlah sckurang=kurcneny: 2 {(dua) orang
dan sebnny k~binyaknya 5 {1ima) orang yang *crdiri dari ketua dan-
Angactne

(2) icne*apan don pengangkatan Angsora Badan Fengowse +orsebut pada .
ayat (1) I~eal ini, dilakukan olch kapals D-ornh setelah mendapat

persetujuin dzri Fejabat yang berwenang ;

(3) Masa Jabntan Ketua dan Anggota Badan Femgowes adclah 3 (tign) ta =
»
hun 3

(4) Anggotn Bzdon Tengawas setelah selesnd mess Jobstannya.sebagaimana
dimiksud pidz.ayat (3) pasal ini dapat Qizngkat kembali dengan te-
+ap memporhotikon ketentuan scbngaimana dimaksud dalam pasal 14h -
Feraturan Doorah inie

Tnsal 14

{1) Antara sesazms Angcota Badan Fengowzs dan antora 4dnggota Badan.Fe =
ngawas.dongon.Direksi tidak .boleh ada hubungwn.kolusrga.sampai derg
ja* ketige buik menurut ghris lurus maupun zoris kesamping termasik
menantu df;r_i ipars

(2) ‘pabila setelah_ponmangkntan merekn masuk dsl sm hubungen keluarga
yang terlarong itu, untuk melanjutkan Jibstonnya diperlukam ijin
tortulis drri kepals Dnerah setelah mendengmr pertimbangan dari Pew

jaba%t yong berwonaing.

rasal 14k

Apabila Kepoln 3oornh berpendapat bablwa Angooto-nngzota atan salah se-
orang ‘ngfots Badun Fengawns sctelalh menjabat boberopa waktu termyatom
*1dak atan fiduk dopat menjalankan *ugasnya dengon beik atau karena =
alasan 1lain, Kepala Duerah dapat memborhentikomnnyc setolah mendapat =
persetujuan deri rojobat yang borwenange.

Tasal 141

(1) ingszotz B dn Iengagee *idak dibonarkan meramgkap jibatan lain pes
dn D-dn Usaba Swasta yunz d‘:.i}-:.t menimbulkan portontanzon kopeh -
timbangan sccars langswng maupun *idak langsung dongan kepentingan
i erusahz= Derzh §
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{2) Fejobat yrng berwenang dapat memberik'n penzecunlian dari ketentuan
seb-g.imnn dimaksud pada ayat (1) poesl inia

agal 14m

Semur penbeys.dn dal am rangka pelaksanacn tugos Bodoan [engawas dibebon -
kan kepndn Inionrin Terusahaan D-orah.

Sescudnrh prerl. 21 ditambah situ Bab bapu yaitu "BAB XTIV A SARUAN PENGAWAS
INTERNY yong tordiri dard 5 pasal ynitu -
Iasal 212, 21b, 210y 21d, 210 bara dan hirus dibaca sebagai berikut 3

Tasal 21a

{1) Un*tuk melisksmnakan pengawasen Intern dolam Iorwsshaen Dagrah, Di=
relobfir Utama membentuk satuan Fengowns Intorn H

(2) Tengecurljan *exhadap ketentuan schaigaimann dimaksud pada ayat (1)
pas~l ini, dapat dilakukan a*ae persctujuan Kepala Dnerah 3

(3) Dglam molakscnakan tugasnya, satuan.icngowas Tntern scbagaimana di
muksud prde ayak (1) pasal ind, dipimpin olch soorang Kepala yrng=
bertanggung Jjawib langsung kepads Dirckbur Utams.,

Yagal 21b

(1) Sotuon rengowns mutern.bertugas membrntu Dircktur Uhama dalam menga-
dakan penilaian atas sistim pengendrlin pengololaan atiu mansgement
d&an pcl-oksonaannya pada Terusahaan Dierzh dan memberikan sarsn per =
baikanny e

(2) Direksi Terusahawm Drorab mengzgunaksn pondnpot dan saran Satuan Te ~
ngwas-Intern sebagai bahan untuk mel-keonikan_ penyompurnasn-pongelp
l122n ston management Forusahaan Deoroh yong baik dan dapat dipertang
gung jawabkane

iasal 21c

Dalam mel~ksannkan.tugasnys, Situan Tongawes Intorn wajib menjage kelan
caran.pelrksznasn $ugis sa*uan orzanisasilizin dalam Perusahsan Doerch -

gesuai dangnn tugas dan *anggung jawab masing-masing,
Tasal 214

vimpinon S-*usn rongawas Intern hirus.memiliki pondidikan dan atau kech
lian yangz cukup dan .memonuhi persyaratan scbagei Tengowae Intern yang =
obyektif dan berdediknei *ingei.
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Pamal 21e¢

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan cleh Direktur Utama

setelah mendapat persetujuan dari kepala Daerah dan dengan perdimbangan Ba -
dan Fengawage

Pagal 1IT

(l) Se jak ditetapkannys Peraturan Daerah ini, dinyst:kin tidsk berlaku la.gi:

gemua ketentuan-kstentuan yang pernah ada dan bartentangan dengan Per =
aturan Daerah inij

(2) Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundzngkan,

Surabayz, 12 Nopember 1386
WALTKOTARADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

TEWAN PERWAKTILAN RAXZAT DAERAK
KOTAMATYA DAFRAH TINGEAT I1 AURABAYA

Ketu-‘.t,
wd thd
STANY SQEEAIR dr. POSRWOMO KASIIT

Digahkan dengan Keputusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat T Jaws Timur
tahggal 17 Fobruari 1987 Yomor 45/F tahun 1987.

An, GUBFRNUR K¥P.L: DAERAH TINGKAT I
J.WEL TIMUR
Asisten T Sekretaris Wilayah/
Daerah,

ttd

B‘I L4 -I‘\-RIEF WI"I.DI [ s H

Nipe 510 019 640.

IDiundangkan dalam Lembaran Daerzk Ketamadys Daerali Tiagkat TI Surabaya
fahun 1987 Seri ¢ tanggal ® Haret 1937 Nomor 4.

in. H4ALIRDT AMADYA KEPGLA DAERAH

Salinan gesuai dengan aslinya TINCGELT JI SUR4ABAYA
Sekretaris Kotsmadya/Dserah Sekyetaris Kotamadya/Daersh
Pingkat II Surabayn ttd
e by

Tre. SOEBENARJIO

Nip. 510 040 47%.

Wipd 510 034 779



FENJELASAN ATAS FURATURAN DATRAH KOTMADY' DAER.GE TINGKAT II SURABAY.L
WOMOR 14 TAHUN 1986
TEN TG
FERUS \H N F7RLAMA PYRVTURAN DUERAH KOT uLDY.a DIERAH TINGKAT IT
SURLD ST A ndmoa 7 LAHUN 1376 TETLANG
I7RUSAHAAY DATRAH AIR MINUM

T. ¥ ENJELASAN UM ¢
Dahwe dengen ditetapkannya Teraturan lienteri Dalam Fegeri Yomor 1
#ahun 1984 *on*zng Tata Cara Pembinaan don Fengowasan Ferusahaan Daerah=
dilingkungun Temerintah Deerah, maks agtuk 1:hih meningkatkan_ pembinasn=
dan pengawascn berusahaan Dasrah Air IMinum Lo*umndya Daerah Tingkat IT -
Surabaya, dipandong_perlu untuk menyesuaikan ketentusn-ketentuan dalam -
Feraturan Deersh Kotamsdya Daerah Tingkat II Sumabaya Nomor.7 *ahun 1976-
tentang Eerusahaan Daerah lir Minum dengan Fersturan Menteri D#lam Negeri

FWomor 1 tahun 1984 tersebut diatas.

Deng=n ditetapkanny2 Feraturan Drerch ini disamping untuk mening~
katkan pembincsn.dan Lengawasan *erhadap Ferusahszon Deerah Adr Minum Ko-
tamadya Daerch Tingkat IT Syrabayz, jugs dimsksudkan uptuk memberikon =
landagan hukum yong pasti bagi Terusahaan Dscroh .ﬁir ¥inum Ko*amadyo Dae
rah Tingkat II Surabaya, eehingga Lerysabecn Doerah dimaksud dapat melak _
sanakan_tuges pokokdan fungsinga torutans dolam meningkatlkan penyadi’aaﬁ air
minum/air borsih bagi penduduk kots Surabiy donm sekitarnya serta depat-

meningkatkon pendzpatan asli Pemerintah Daerzi.

TI, FENJELASAN FaSal DEMI AABAL s

Fagal T A
B

Cukup jelas

Ferubahan.ini dizkibatken perubaban scbut-
an Kabunaten Dacrzh Tingkat IT Surabsya .~
monjadi Ksbupaten Dicrah Tingkat IT Gresik

dan pelayanen ~ir.minum dari Perugahaan Do
erah \ir Minum Ko*omadys Dacrah Tingkat II
Suribaya untuk Kcbupaten Daerah Tingkat TI
Sidearje sudah dilaks:nazkan semenjak Peme=
rintah Geminte Surabzaia, hanya dalam pasal

lama, belom dimosukkon.
¢ : Cukup Jjelas

D : Khosuenya ayat {7) dimeksudkan apabils b4
rektuor Hama karena sesuatu hal berhal ang-
an hadir, tugssny: dopat dilsksanakan oleh
salah satu anggota Direksi yang tertua du~
lam jabatanny . sechingga.pelayanan kepsds -
masyarakat *id-k terhen*i/*erpu*:us honya -

disebabkan secrang Direktur Utams Perusahs



G sampai dangon
C

Pasal TI

.

Cukup _jelas

Sesuai dengan Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor_ 362
+:hun 1977 bahwa erusahzon DLerah[B%dan Usaha milik =
Tacrah a.dé.lah *ormasuk szlzh.s2tu Terangkat Iemerintah
Doaerah, agir mampunyni kokuston Hukum yang pashi, su -
deh selayskny> apabila .susun~n organisasi dan Tata Ker
Jja Terusahaan Dzerab ditctuzpkon cleh Kepala Daerah.

Cukup jelas

Cukup jelng.-




